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ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK 

DI KKP X DALAM MELAKUKAN TAX PLANNING  

 

ABSTRAK 

 

Ni Putu Riska Puspita Dewi 

 

Konsultan pajak mengambil peran penting dalam membantu urusan perpajakan 

wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan 

kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak juga berperan sebagai mitra 

pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara Indonesia. 

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak adalah jasa tax planning. 

Namun, pada penerapannya, terkadang keahlian konsultan pajak sering kali 

disalahgunakan oleh wajib pajak yang menyebabkan timbulnya rasa dilema pada 

diri konsultan pajak. Maka daripada itu, konsultan pajak harus berpedoman pada 

aturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang mengikatnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan kode etik konsultan pajak 

dalam melakukan tax planning telah sesuai dengan kode etik dan peraturan 

perpajakan yang berlaku. penelitian ini dilakukan pada KKP X di Denpasar 

dengan menggunakan 4 orang konsultan pajak sebagai informan utama untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang ada. Selain itu, juga menggunakan 2 

klien dari KKP X sebagai informan pendukung untuk memberikan feedback pada 

keterangan yang diberikan konsultan pajak. Data dalam penelitian ini adalah data 

primer berupa keterangan hasil wawancara dan observasi kepada para informan 

terkait dengan penerapan tax planning dan data sekunder berupa Kode Etik Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia dan PMK No. 111/PMK.03/2014 dalam memberikan 

jasa tax planning. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif 

dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak KKP X dalam 

penerapan kode etik konsultan pajak dalam tax planning sudah sesuai dengan 

Kode Etik IKPI dan PMK No. 111/PMK.03/2014.  

 

Kata Kunci: kode etik, konsultan pajak, tax planning 
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ABSTRAK 

 

Ni Putu Riska Puspita Dewi 

 

Tax consultants take an important role in assisting taxpayers' tax affairs and 

improving taxpayer compliance in fulfilling their tax rights and obligations. Tax 

consultants also act as government partners in efforts to increase Indonesia's 

state tax revenue. One of the services offered by tax consultants is tax planning 

services. However, in its application, sometimes the expertise of tax consultants is 

often misused by taxpayers which causes a sense of dilemma in tax consultants. 

Therefore, tax consultants must be guided by laws and regulations and 

professional codes of ethics that bind them. This study aims to determine whether 

the application of the tax consultant code of ethics in conducting tax planning is 

in accordance with the applicable tax code of ethics and regulations. This 

research was conducted at KKP X in Denpasar using 4 tax consultants as the 

main informants to answer existing research problems. In addition, it also uses 2 

clients from KKP X as supporting informants to provide feedback on the 

information provided by tax consultants. The data in this study are primary data 

in the form of information from interviews and observations to informants related 

to the application of tax planning and secondary data in the form of the Code of 

Ethics of the Indonesian Tax Consultants Association and PMK No. 

111/PMK.03/2014 in providing tax planning services. The analysis techniques 

used are qualitative analysis techniques by collecting data, reducing data, 

presenting data, and drawing conclusions. This research shows that KKP X tax 

consultants in implementing the tax consultant code of ethics in tax planning are 

in accordance with the Code of Ethics IKPI and PMK No. 111 / PMK.03 / 2014. 

 

Keywords: code of ethics, tax consultant, tax planning 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan tulang punggung dan fondasi bagi perekonomian di 

Indonesia. Peranan pajak di Indonesia yang tengah giat melaksanakan 

pembangunan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan dan 

memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki sangatlah besar karena 

penyumbang keuangan negara dominan berasal dari penerimaan pajak 

(Dewi et al., 2018). Berdasarkan realisasi pendapatan negara pada APBN 

tahun 2022 penerimaan yang berasal dari pajak mencapai Rp1.717,8 triliun, 

penerimaan yang berasal dari kepabean dan cukai mencapai Rp317,8 triliun, 

sedangkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak 

mencapai Rp588,3 triliun (Kemenkeu, 2023). Realisasi penerimaan negara 

yang berasal dari pajak, kepabean dan cukai, serta penerimaan negara bukan 

pajak tahun 2022 tersebut lebih tinggi daripada target yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022. Namun, realisasi pendapatan negara 

tahun 2022 tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 

belanja negara yang mencapai Rp3.090,8 triliun di tahun 2020. Saat ini, 

pengeluaran negara mengalami kenaikan yang secara tidak langsung 

menuntut peningkatan pada penerimaan negara dan dari penerimaan 

tersebut diharapkan bersumber dari dalam negeri tanpa bergantung pada 

pinjaman. Hal ini yang menyebabkan  
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Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan 

penerimaan pajak di Indonesia (Simamora & Suryaman, 2015).  

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan sistem self 

assessment, yaitu pemerintah memberikan wewenang dan kepercayaan 

penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri atas pajak yang wajib dibayar (Nurhidayati & Suhartini, 2021). 

Sistem self assessment ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya yang diharapkan akan menambah 

partisipasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Namun, dalam penerapannya tidak semua wajib 

pajak mengerti tata cara perhitungan pajak dan sebagai imbas dari peraturan 

pajak yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga wajib pajak 

mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Hal ini dapat 

memicu wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya dengan 

melakukan penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax 

evasion), dan memicu kecurangan pajak lainnya. Menghindari hal tersebut 

wajib pajak biasanya akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk 

membantu dalam pelaksanaan dan pemenuhan perpajakannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sudiartana & 

Apriada, 2018).  

Keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak rentan disalahgunakan 

oleh wajib pajak. Wajib pajak khususnya wajib pajak badan menganggap 

bahwa pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. 
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Biasanya wajib pajak akan menekan biaya pajak penghasilan yang diperoleh 

dengan membuat suatu perencanaan pajak (tax planning). Dewasa ini, 

fenomena tax planning ini sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak badan 

guna kelangsungan usahanya. Tax Planning merupakan langkah awal dalam 

melakukan manajemen perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan benar, tetapi dengan menekan seminimal mungkin jumlah pajak 

yang dibayarkan, dan selama upaya masih sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Tujuan dari tax planning adalah untuk 

memberikan keuntungan demi keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh 

wajib pajak itu sendiri (Fatimaleha et al., 2020). Salah satu bentuk tax 

planning ini adalah dengan penelaahan pajak (tax review), dengan adanya 

tax review secara berkala diakhir tahun dapat diketahui apakah tax planning  

yang telah dibuat sebelumnya tepat untuk dijalankan. 

Salah satu kasus pelanggaran kode etik konsultan pajak yang pernah 

terjadi di Indonesia adalah kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2022 silam 

yang terjadi pada PT Gunung Madu Plantations atas pemeriksaan 

perpajakan tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh dua oknum konsultan 

pajak, Aulia Imran dan Ryan Ahmad Ronas pada Direktorat Jenderal Pajak 

bersama dengan tim pemeriksaan pajak yaitu Wawan Ridwan dan Alfred 

Simanjuntak. Kasus ini juga menyeret Angin Prayitno selaku Kepala 

Subdirektorat Kerja Sama dan Pemeriksa Ditjen Pajak Dadan Ramdi. 

Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dicatat 

sepanjang tahun 2005 hingga 2019 sedikitnya terdapat tiga belas kasus 
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korupsi pajak yang menunjukkan kongkalikong antara pihak pemerintah dan 

swasta yang diantaranya merupakan pegawai pajak. 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 111/PMK.03/2014 konsultan pajak pihak yang berprofesi sebagai 

pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa 

konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan 

memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi 

perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi 

seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan 

pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Menteri 

Keuangan (Pontoh et al., 2017). Wawasan dan pengetahuan seorang 

konsultan pajak dapat memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya dengan jumlah yang sekecil mungkin. Dalam 

menjalankan profesinya, tentunya setiap konsultan pajak akan dihadapkan 

oleh isu yang melibatkan pengambilan keputusan yang menyebabkan 

dilema etis. Karena pada dasarnya suatu keputusan yang diambil oleh 

konsultan pajak tersebut bertentangan dengan etika profesinya, namun 

menghasilkan keuntungan ekonomis yang cukup material dimana keputusan 

tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika. Kondisi 

yang dialami konsultan pajak ini dapat memicu seorang konsultan pajak 

untuk menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan celah ketentuan 

perpajakan walaupun hal tersebut bertentangan dengan etika profesinya. 
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Kantor Konsultan Pajak (KKP) X merupakan salah satu kantor 

penyedia layanan perpajakan. KKP X menyediakan layanan perpajakan 

mulai dari penyediaan jasa konsultasi perpajakan, penyusunan laporan 

keuangan, serta pemenuhan kewajiban perpajakan seperti melakukan 

perencanaan pajak kepada kliennya dengan menawarkan fleksibilitas yang 

tinggi yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi klien yang 

menggunakan jasa KKP X. Namun, karena semakin banyaknya kebutuhan 

pelayanan klien sebagai akibat dari dinamika pertumbuhan ekonomi dan 

teknologi, untuk itu  KKP X ini juga menyediakan jasa konsultasi 

manajemen dan bisnis yang ditunjang dengan sistem IT yang mumpuni.  

KKP X sebagai salah satu konsultan pajak di Bali diharapkan dapat 

memberikan pelayanan pajak yang terbaik kepada kliennya, terutama dalam 

memberikan jasa tax planning. Saat ini, KKP X belum memiliki kantor 

cabang, namun tidak terlepas dari hal tersebut bahwasanya pengawasan 

terhadap kinerja tim juga harus dioptimalkan utamanya dalam memberikan 

pelayanan kepada klien. Jika tidak, hal ini dapat memperbesar kemungkinan 

bahwa saat pemberian tax planning seorang konsultan pajak akan 

mengalami kesulitan yang dihadapkan pada situasi dimana pada satu sisi 

seorang konsultan pajak harus tunduk pada peraturan perpajakan dan kode 

etik profesinya, tetapi disisi lain konsultan pajak juga dihadapkan dengan 

pertimbangan mengenai keberlangsungan usahanya dengan menjaga 

hubungan kepercayaan dengan klien. Apabila dihadapkan dengan situasi 

seperti ini, kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran kode 
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etik konsultan pajak utamanya dalam pemberian tax planning yang banyak 

dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan proses pengamatan yang dilakukan 

pada KKP X, terlihat adanya faktor pemicu kesulitan penyebab dilema yang 

dialami oleh konsultan pajak pada saat pemberian tax planning yang 

berkaitan erat dengan penerapan kode etik di lingkungan konsultan pajak. 

Konsultan pajak pada KKP X kerap kali menemukan klien yang mendesak 

untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa mengindahkan aturan 

perpajakan yang berlaku. Terlebih lagi terdapat klien yang secara tidak 

sengaja atau sengaja menutupi data perusahaan dan memanipulasi omset 

perusahan guna memperkecil atau menutupi pajak yang harus mereka 

bayarkan sehingga akan menyebabkan dilema pada konsultan pajak dalam 

memberikan perencanaan pajak. Konsultan pajak paham jika klien tidak 

melakukan hal tersebut maka klien akan mengalami kebangkrutan (Dewi et 

al., 2018). Apabila keinginan klien tersebut dituruti, akan dapat 

menimbulkan risiko hingga tindak pidana yang dapat menyeret konsultan 

pajak bersangkutan. Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak selaku klien 

mengenai peraturan perpajakan yang berlaku juga dapat memicu dilema 

pada Situasi tersebut akan menghadapkan seorang konsultan pajak pada dua 

pilihan yakni kode etik yang harus ditaatinya dan kepercayaan klien yang 

harus dijaga. Oleh sebab itu, diperlukan suatu analisis mengenai kinerja dari 

konsultan pajak saat memberikan jasa perencanaan pajak (tax planning) 

kepada klien. Didapatkan pula informasi dari beberapa staff kantor KKP X, 

bahwa pada saat ini KKP X belum pernah melakukan evaluasi dan 
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pengkajian kembali mengenai penerapan kode etik konsultan pajak dalam 

lingkungan konsultan pajak KKP X guna mengantisipasi pelanggaran kode 

etik yang berlaku yang mengacu pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak 

Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

111/PMK.03/2014. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak di KKP 

X dalam Melakukan Tax Planning”, guna mengetahui penerapan kode 

etik yang diterbitkan IKPI pada KKP X dalam melakukan tax planning. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan kode etik 

konsultan pajak di KKP X dalam melakukan tax planning sudah sesuai 

dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 dan perubahan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan kode etik konsultan pajak di 

KKP X dalam melakukan tax planning dengan Kode Etik Ikatan Konsultan 

Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 



8 

 

 

 

dan perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

175/PMK.01/2022. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mahasiswa mengenai penerapan kode etik konsultan 

pajak yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang didasari 

dengan ilmu yang sudah didapatkan pada saat perkuliahaan. 

 

b. Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan mampu mempererat hubungan 

kerjasama antara pihak perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali 

melalui kerjasama berupa praktisi mengajar guna mempersiapkan 

calon lulusan Politeknik Negeri Bali yang siap kerja serta sebagai 

sumber literatur pembelajaran bagi mahasiswa di Politeknik 

Negeri Bali. 

 

c. Bagi KKP X 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan kode etik konsultan pajak dalam tax planning. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan 

kode etik konsultan pajak yang dijadikan pedoman pada saat 

melakukan perencanaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV yang terdiri dari data primer 

dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik konsultan 

pajak dalam melakukan tax planning pada KKP X telah sesuai dengan Kode 

Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 111/PMK.03/2014 dan perubahannya dalam PMK Nomor 

175/PMK.01/2022. Kesesuaian antara indikator penelitian dengan praktik 

yang dilakukan konsultan pajak KKP X ditunjukkan dengan kesesuaian 

indikator penelitian dengan praktik dan observasi yang dilakukan. 

Dalam memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak konsultan 

pajak selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam menjalankan profesinya konsultan pajak memiliki 

kartu izin praktek yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam 

menjalankan profesinya. Konsultan pajak juga berkewajiban untuk 

mematuhi kode etik profesinya dan berpedoman pada standar profesi 

konsultan pajak dengan cara menjunjung tinggi integritas, martabat serta 

kehormatan konsultan pajak dengan cara mengedukasi klien secara objektif 

dan bertanggung jawab untuk memberikan kepercayaan kepada klien. Selain 

itu, konsultan pajak juga harus bersikap profesional dengan tidak membeda-

bedakan klien dan menjaga  kerahasiaan data perpajakan klien. Konsultan 
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pajak juga memiliki larangan untuk tidak memberikan petunjuk atau 

keterangan yang dapat menyesatkan klien serta tidak menerima permintaan 

klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan oleh konsultan 

pajak KKP X dengan selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan 

peraturan perpajakan yang berlaku serta selalu berhati-hati dalam 

mengambil keputusan agar tetap pada area legal. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

Penerapan kode etik konsultan pajak KKP X dalam melakukan 

tax planning sudah diterapkan dengan baik, akan lebih baik lagi jika 

dilakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan kode etik 

konsultan pajak di lingkungan perusahaan untuk mengoptimalkan 

pelayanan kepada klien dan meningkatkan pengambilan keputusan 

etis yang konsisten oleh konsultan pajak KKP X tanpa melanggar 

aturan perpajakan dan kode etik IKPI yang berlaku. 

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan baik dari 

jumlah informan, sumber data, konteks waktu serta objek penelitian, 

dan metode penelitian. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan lebih banyak sumber data dan memperluas objek 

penelitian sehingga tidak terbatas pada jasa tax planning saja, namun 

juga jasa lainnya.  
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